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A.LATAR BELAKANG
Pelabuhan Tarahan merupakan dermaga terbesar yang dimiliki PT. Bukit
Asam (Persero) Tbk. Beroperasi sejak tahun 1986 sebagai Terminal untuk
kepentingan sendiri (TUKS), yang pada awalnya disiapkan untuk
pengapalan batubara hasil produksi tambang di Tanjung Enim Provinsi
Sumatera Selatan dengan tujuan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)
di Suralaya Provinsi Banten.
Sejak tahun 2015, PT. Bukit Asam telah meningkatkan kapasitas angkutan
terminal batubara di Pelabuhan Tarahan menjadi 25 juta ton per tahun dan
kapasitas sandar kapal naik hingga 210 ribu DWT (tonase bobot mati),
dan akan terus meningkat hingga 240 ribu DWT. Sebelumnya, Pelabuhan
Tarahan telah memiliki sebuah dermaga dengan kapasitas 80 ribu DWT
dan sebuah dok kapal tongkang dengan kapasitas 10 ribu DWT. Dengan
demikian, PT Bukit Asam kini mengoperasikan tiga dermaga di Pelabuhan
Tarahan. Selain peningkatan kapasitas pelabuhan, juga dilakukan
penambahan fasilitas alat muat ke kapal mencapai 6.000 ton per jam,
sehingga kapal berukuran 210.000 DWT dapat terisi penuh selama kurang
dari tiga hari.
Pelabuhan juga memiliki fasilitas pembongkaran batubara dari gerbong
kereta api (RCD) sebanyak dua unit dengan kapasitas bongkar dua
gerbong sehingga mempercepat proses pembongkaran. Dengan
beroperasinya dua RCD itu maka pelabuhan itu dapat melayani
pembongkaran batubara untuk empat rangkaian kereta api pengangkut
sekaligus. Batubara dari lokasi tambang Tanjung Enim, diangkut ke
Pelabuhan Tarahan dengan kereta api sepanjang 60 gerbang untuk setiap
rangkaian dan masing-masing gerbong memuat 50 ton batubara.
Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan PT. Bukit Asam dapat
melakukan efisensi dan mampu bersaing dengan produsen batubara

internasional. Karena permintaan dan suplai energy terus bertumbuh,



konsumsi domestik batubara diprediksi terus bertumbuh dari 71 juta ton di
2015 menjadi 167 juta ton di 2024.

Total sumber daya batu bara PT. Bukit Asam saat ini adalah sebesar 8,27
miliar ton. Dengan total cadangan yang dapat ditambang yakni sebesar
3,33 miliar ton. Dari jumlah tersebut, apabila ditambang dengan kapasitas
terpasang saat ini sebesar 30 juta ton per tahun. Maka diperkirakan
produksi batu bara PT. Bukit Asam akan bertahan lebih dari 100 tahun
dari sekarang.

Selama enam bulan ke depan, yakni priode Oktober 2017 sampai Maret
2018, PT. Bukit Asam tidak melakukan aktifitas eksplorasi, khususnya
untuk penambahan sumber daya di luar area yang telah memperoleh izin
eksplorasi. PT. Bukit Asam bermaksud meningkatkan produksi batu bara
melalui akuisisi. Ada beberapa tambang yang sedang dalam tahap due
diligence. Meski demikian, belum ketahuan perusahaan mana yang akan
diakuisi. Akan tetapi, menurut PT. Bukit Asam, dengan adanya
penghentian eksplorasi perusahaan dapat melakukan efisensi yang
optimal, karena cost dapat diminimalisir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Panja Minerba Komisi VII DPR
RI perlu melakukan kunjungan ke Terminal Batubara Tarahan PT. Bukit
Asam (Persero) untuk memperoleh informasi secara detil dan menyeluruh
terkait dengan kegiatan dan produksi dilakukannnya sehingga mampu
meningkatkan efisiensi dan mampu bersaing dengan produsen-produsen

batubara internasional.

. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VIl DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib.



3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja
Masa Persidangan | Tahun Sidang 2017-2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Maksud diadakannya kunjungan Panja Minerba Komisi VIl DPR RI ke

Terminal Batubara Tarahan PT. Bukit Asam (Persero) Provinsi Lampung

adalah:

a. Memperoleh informasi secara detail dan menyeluruh terkait dengan
perkembangan kegiatan produksi dan kapasitas yang dimiliki oleh
Terminal Batubara Tarahan PT. Bukit Asam (Persero) dan menjamin
ketersediaan pasokan batubara untuk PLTU, terutama di PLTU
Suralaya Provinsi Banten.

b. Memperoleh informasi secara detail dan menyeluruh terkait dengan
penghentian eksplorasi priode Oktober 2017 sampai Maret 2018
dalam rangka meningkatkan efisiensi perusahaan.

c. Memperoleh informasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Terminal

Batubara Tarahan PT. Bukit Asam (Persero).

C.WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan Panja Minerba Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Lampung direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17

Oktober 2017. Sedangkan agenda kegiatannya adalah melakukan

pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke

lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Peninjauan lapangan Terminal Batubara Tarahan PT. Bukit Asam
(Persero);

2. Kunjungan dan Pertemuan dengan Dirjen Minerba Kementerian
ESDM RI, Dirjen Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan
dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Bupati Bandar Lampung dan jajarannya serta Dinas Pertambangan

Daerah Lampung.



D. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN
Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Panja Minerba Komisi VII DPR RI
ke Terminal Batubara Tarahan PT. Bukit Asam (Persero) Provinsi
Lampung adalah terkumpulnya berbagai informasi dan pandangan terkait
dengan peningkatan kinerja dan efisiensi serta kendala-kendala yang
dihadapi dalam operasional PT. Bukit Asam (Persero).
Hasil kegiatan kunjungan Panja Minerba Komisi VII DPR RI diharapkan
bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi
VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi
legislasi, pengawasan dan anggaran.

E. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VIl DPR RI dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi
sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi
kegiatan)

2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi
dan melihat langsung objek kunjungan.

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan
beserta rekomendasinya.

4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada
rapat-rapat Komisi VIl DPR RI.

F. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN
Kunjungan kerja Panja Minerba Komisi VII DPR RI diikuti oleh Anggota
Panja Minerba Komisi VIl DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-

tiap fraksi, sebagaimana terlampir.



BAGIAN I
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN

Pelaksanaan Kunjungan Panja Minerba Komisi VII DPR RI pada
tanggal 15-17 Oktober 2017 bertempat di Terminal Batubara PT Bukit Asam
(Persero) Provinsi Lampung. Sebelum melakukan peninjauan, Tim Panja
Minerba Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan Direksi PT Bukit
Asam beserta jajarannya. Pada pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari
Direktur Pembinaan Minerba Kementerian ESDM RI dan dari pihak PT Bukit
Asam dihadiri oleh Direktur Operasi Produksi PT Bukit Asam, Suryo Eko
Hadianto serta didampingi beberapa unsur pejabat teknis. Setelah
pertemuan, tim Panja Minerba Komisi VIl DPR RI berkesempatan melakukan
peninjauan ke area Terminal Batubara dan unit pusat kendali terminal serta
beberapa stockpile milik PT Bukit Asam.

Adapun beberapa informasi penting yang di peroleh dari serangkaian
kegiatan yang merupakan hasil Kunjungan Panja Minerba Komisi VIl DPR RI
ke PT Bukit Asam di Provinsi Lampung diantaranya adalah:

1. PT Bukit Asam memiliki sejarah panjang usaha pertambangan batubara
sejak jaman Kolonial Belanda, pada tahun 1876 tambang terbuka yang
pertama di Airlaya, Tanjung Enim, Sumatera Selatan mulai beroperasi.
Dan pada tahun 2002, PTBA terdaftar sebagai perusahaan publik di
Bursa Efek Jakarta dengan 35% saham dimiliki publik dan 65 milik
negara. Dan sejak tahun 2013, PT Bukit Asam memiliki visi; Menjadi
Perusahaan Energi Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan.

2. PT Bukit Asam telah melakukan diversifikasi usaha ke sektor bisnis lain,
dengan memiliki 11 anak perusahaan dan 7 perusahaan afiliasi,
diantaanya adalah; PT Bukit Asam PT Batubara Bukit Kendi, PT Bukit
Asam Banko, PT Batubara Bukit Kendi dan PT Internasional Prima Coal,
bergerak pada bidang penambangan batubara; PT Bukit Asam Prima
bergerak pada bidang perdagangan batubara; PT Bukit Asam
Transpacific Railways bergerak pada bidang angkutan batubara, PT



Bukit Pembangkit Innovative dan PT Huadian Bukit Asam Power
bergerak pada bidang Pembangkit listrik tenaga uap; PT Bukit Asam
Methana Enim bergerak pada bidang Penambangan gas metana.

Total wilayah ljin Usaha Penambangan (IlUP) PT Bukit Asam seluas
93.977 Ha, dengan rincian: Tambang Tanjung Enim 66.414 Ha; Tambang
Ombilin 2.950 Ha; Tambang Peranap 18.230 Ha; Tambang IPC 3.238
Ha; Tambang Tabalong 3.145 Ha. Adapun terminal atau pelabuhan
batubara yang dimiliki PT Bukit Asam adalah Pelabuhan Tarahan,
kapasitas 25 juta ton/tahun (mampu disandari kapal 210.000 DWT),
Dermaga Kertapati, kapasitas 2,5 juta ton/tahun (mampu disandari
tonsgkang 8.000 DWT), Pelabuhan Teluk Bayur, kapasitas 2,5 juta
ton/tahun (mampu disandari kapal 40.000 DWT). Sementara total
sumber daya batubara yang ada sebesar 8.27 miliar ton dan total

cadangan produksi sebesar 3,33 miliar ton.

ljin Usaha Penambangan; (IUF) Total Sumberdaya 8.27 Miliar Ton
Tambang Tanjung Enim 66.414 Ha T

— Total Cadangan 3,33 Miliar Ton
Tambang Ombilin 2.950 Ha

Tambang Peranap 18.230Ha
Tambang PERANAP Tambang IPC
Tambang IPC 3.238 Ha Sumberdaya : 0.67 milyar ton Sumberdaya : 0.024 Milyar ton
Cadangan :0.29 milyar ton Cadangan 0.004 Milyar ton
Tambang Tabalong 3.145Ha

T

93.977 Ha

Total

Tambang OMBILIN Tambang Tabalong IPC (JORC sta.2013
Sumberdaya :0.10 milyar ton Resources : 0.29 billion tons
Cadangan  :0.02 milyar ton Mineable : 0.11billion tons

—— T

B

Tambang TANJUNG ENIM
Sumberdaya :4,71 Milyar ton i -

Pelabuhan TELUK BAYUR Cadangan  :2,90 Milyar ton Samarinda
Stockpile  :90,000tons N Y "'__
Kapasitas 5‘ t — ~

3 .

Kapal

Dermaga KERTAPATI
Stockpile  :50.000 tons
Kapasitas :2.5Mtpa
Tongkang :8,000 DWT

Pelabuhan TARAHAN
Stockpile : 560,000 tons

Kapasitas :25Mtpa
Kapal $210,000 DWT \g

PTBA core operations

Lokasi Operasi PT Bukit Asam



1 |Air Laya ! 232 164 396
Eksisting 5 5 CV Keal'kg (ar) = 7141
Townsite dan Basecamp 2 33 CV Keal'kg (a) = 6421
Mahayung 224 127 CV Keal'kg (ar) = Bh14
2 |Muara Tiga Besar 312 44 195 239
Muara Tiga Besar Utara pis 152 CV Kcal'kg (ar) = 4706
Muara Tiga Besar Selatan 18 43 CV Kcallkg (ar) = 4652
Banko Barat 513 57 M 328
3 [Pit1danPit2 16 266 OV Keallkg (ar) = 5135
Pit 3 Timur 4 9 CV Kcallkg (a) = 5152
4 |Banko Tengah A n 182 181 363 |CV Kcallkg (ar) = 3922
5 |Banko Tengah B 2756 1,170 389 1,559
Blok Timur dan Utara 694 68 CV Keal'kg (ar) = 4029
Blok Suban Jeriji Utara 223 13 CV Keal'kg (ar) = 3908
Blok Suban Jernji Selatan 3 11 CV Kcallkg (a) = 483
Blok Selatan 223 297 CV Kcallkg (ar) = 3718
Total UPTE 4,686 1,685 1,201 2,686
6 |Peranap 6r2 128 167 29
7 |Ombilin 109 43
Total PTBA 5,467 1,813 1,368 3,223

Cadangan Batubara PT Bukit Asam Status Januari 2017

Total produksi PT Bukit Asam tahun 2016 sebesar 19.62 ton dan target
tahun 2017 sebesar 23.86 ton, sementara total penjualannya tahun 2016
sebesar 20.76 ton dan target tahun 2017 sebesar 24.18 ton dengan

rincian pasar ekspor sebesar 10.06 ton dan domestik sebesar 14.12 ton.

Produksi (Juta Ton) -

Penjualan (jutaton)
1637 2418
15.09

2013 2014 2015 2016 2017%) 2017E

2013 2014 2015 2016 2017%) 2017
mDomestik  mTotal

Produksi dan Penjualan PT Bukit Asam



5.

Infrastruktur distribusi PT Bukit Asam dari Tambag Tanjung Enim ke
Pelabuhan Tarahan menggunakan Kereta Api dengan biaya 104 ribu per
ton.

Penjulan PT Bukit Asam untuk pasar domestik 60% didistribusikan
kepada PT PLN dengan sistem kontrak jangka panjang. Adapun
distribusi pasokan batubara Ke PLN Group tahun 2016 sebesar 11.05

ton dan target tahun 2017 sebesar 12 ton.

PLTU © 2013 : 3 2017*¥)  2017E 2018R

Bukit Asarm Kontrak 1.000.000{  1.000.000:  1.000.000 {  1.000.000 666.667 {  1.000.000 540.000
Realisasi 807.594 562.655 742,079 432.558 241.521 337.330 549.211
Tarahan Kontrak 700.000 700.000 700.000 700.000 466.667 700.000 690.000
Realisasi 590.006 582.655 616.869 540.045 346.784 489.714 701.854
PLTU Tersehar Kontrak 2500000 3.000.000: 3.500.000{ 4000.000{ 4400.000{ 6.600.000}  6.000.000
Realisasi 27280681 3647.627F 4116758 6615585 6.261.812| 7.762848|  6.103.080
Suralaya Kontrak 5000000 4.400000: 3.600.000{ 3500.000{ 2333333| 3500000}  3600.000

Realisasi 3280447 3347303 300857 | 3462374 2192870 3412871 3661848
| e DM )

8160331 8496564 11050, 9.042.987 12002763 11016059

Penerimaan negara atas pajak PT Bukit Asam tahun 2016 sebesar 1.8
triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar 1.1 triliun. Jumlah tersebut
mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2015 karena terjadi
pelemahan harga batubara dunia.

PENERIMAAN NEGARA ATAS PAJAK DAN BUKAN PAJAK DARI PTBA
PERIODE 2012 - 2017

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 Januari-Juni 2017
A Penerimaan Pajak
1 PPh Pasal 25/29 Badan 994 461.837 156 772.319.287 181 715.169 696.112 589 852 380 686 543 505 695343 254 BY6.557 829
2 PPhPasal 21 129.093.989.410 131.173.762 719 174.826.665.123 132 443 369 558 136422 511.156 53.299.463 271
3 PPhPasal 22 316.400.184 28534.188 725 41901017 374 112.949 143 786 181,554 917940 47 783.535 205
4 PPh Pasal 23 (KreditPajak) 1.268.619.538 78.799.280 192100079 41.793.694 549 - -
5 PPh Pasal 23 WABA (Jasa Giro) 58.997.225 857 46 653 532 929 50.877.771.166 49 046 465 367 39.099 807 171 7.788.061.082
6 PPh Pasal 23 WAPU 56.076.076.634 96.012.277 5371 137.517.970 249 136.318.144 629 132634 569 316 94.543.086.114
7 PPh Pasal 26 WAPU 66.754.085.340 47213372879 27 611.092.761 18409 424 602 11232442298 8.780.480.385
8 PPh Pasal 15 WAPU (Angk. Lauf) 2 676.450 345 2.349.138 063 2225152055 1329 849 932 745 067 335 1.156.025 958
9 PPh Pasal 4(2) WAPU (Sewa & Konstuksi) 14.479.380.343 27.098.825 329 20.767.307 646 22821713225 23.894.051.215 9210.889.121
10 Pajak Bumi dan Bangunan 95.875.313.917 57.045.580.787 63.351.125.299 29.457.107 613 60.842.764.031 1615.872.252
11 PPN Penjualan 9.581.643 091 4585 966 760 6513221756 7.017.703 411 6215798084 2232501 118
12 PPN Penbelian (Kredit Pajak) 673.614.256 658.123 039 1242823321 632.082.303 428140 508 203.378 069
13 PPN Pembelian ( Tidak Kredit Pajak) 301 144,453 920 614 230283 976 690911 542225 721717026 963 714.041954.135 389 373.045 223
14 Pajak Air 151.462.562 176.943 886 418 365 447 £30.161.438 840349 934 238.861 282
15 Pajak Kendaraan 35.579.000 131.014.088 70.090 040 67.236.140 504 678 237 4.191.541.100
16 Pajak Penerangan Jalan 2513495915 2317287722 1692827011 1672619736 3.209.726 609 2131735760
17 Pajak BKB 7.126.147.754 8845411950 8.070.390.336 9452478773 1.441.494 262 351.218.350
18 Pajak Jasaboga 1.229.155 467 1887764217 1609.116 889 1407 642 556 760.470 480 159.674 640
19 Pajak Galian C - 333.948.188 1.287.604 000 585.916.738 319.177.050 1270.216.150
Jumlah Pajak 1.742.454.830.677 |  1.841645.519.254 | 1.946.265.768.888 | 1.877.504.162.006 | 1.857.693.615.105 879.226.142.906
B. Penerimaan Bukan Pajak

1 Dividen 1.049.380.332 000 1.079.746 565 625 692 067.889.909 486 234 259 875 434040 891 375 435773192613
2 luran Produksi (Royalty) 671999311 529 620.811.406.196 714543 153 571 791.170.521.025 685804358101 [ 461786.071812
3 luran Telap (Deadrenf) 2.253.210 640 2508242088 2933912891 2585395 720 6.480.890.087 [ 3.057.474 520
4 Bea Masuk 6.937.781.000 9.702.157.000 11.848.911.410 22723250 -r -

5 Pajak Hulan 32.512.767 506 14.463.030.331 45 469 465 467 23 683.135.000 26.861.520.000 [
6 IMB 93.705.000 - - - - -
Jumlah Bukan Pajak 1.763.177.107.675 1727231401240 | 1.466.863.333.248 | 1.303.696.034.870 | 1.153.187.659.563 300.616.738.945
Total 3.505.631.938.352 3.568.876.920.494 3.413.129.102.137 | 3.181.200.196.876 | 3.010.881.274.669 1.779.842.881 852

*dalam Rupiah




8.

10.

11.

12.

Ada 2 kendala yang dihadapi PT Bukit Asam; Pertama, kendala
peningkatan produksi dan penjualan batubara eksisting, vyaitu
keterbatasan kapasitas angkutan Kereta Api dari Tanjung Enim ke
Pelabuhan Tarahan yang belum mencapai 25 juta ton per tahun,
semntara PT Bukit Asam telah meningkatkan kapasitas kemampuan
Pelabuhan Batubara di Lampung hingga mencapai 25 juta ton per tahun;
Kedua, kendala pengembangan tambang baru dan infrastruktur baru,
yakni, cadangan batubara untuk pengembangan Tambang baru
mempunyai kalori rendah (dibawah 4200 GAR), dan kendala berikutnya
tertundanya pembangunan PLTU Mulut Tambang yang semula
direncanakan tahun 2019 menjadi tahun 2023 dikarenakan belum
siapnya jaringan transmisi listrik dan regulasi penentuan harga batubara
mulut tambang belum terimplementasi. Jadi secara umum belum ada
jaringan prasarana angkutan baru karena investasi baru belum layak.
Untuk menekan efisiensi, skema penjulan batuabara PT Bukit Asam ke
PT PLN harus ada perubahan fundamental dari skema FOB (free on
board) ke skema CIF (cost insurance freight), yaitu batubara diantar
langsung ke PT PLN dari produsen yang berada di wilayah terdekat
dengan PLTU atau zona tujuan pengiriman dan ongkos angkutnya
langsung ditentukan oleh produsen atau PT Bukit Asam. Sistem zonasi
ini dapat menekan biaya pengiriman, karena memperpendek jalur
distribusi, sehingga PT PLN dapat melakukan efisiensi.

Tim Kunjungan Panja Minerba mendesak PT Bukit Asam, PT PLN, dan
PT KAI dengan koordinasi Kementerian ESDM mencari langka-langkah
untuk melakukan optimalisasi efisiensi biaya produksi dan distribusi
batubara PT Bukit Asam yang didistribusikan ke PT PLN.

Untuk meningkatkan sistem pengawasan, Tim Kunjungan Panja Minerba
meminta Kementerian ESDM yang diwakili Direktur Pembinaan Minerba
untuk membuat sistem informasi produksi dan penjualan batubara
nasional secara online dan realtime dengan pilot project PT Bukit Asam.
Menurut Direktur Pembinaan Minerba, saat ini Kementerian ESDM

sedang membangun sistem informasi yang dimaksud diatas, dan saat ini



sudah ada 11 perusahan batubara yang telah memasukan data
pelaporan produksi dan penjualan dalam sistem tersebut yang nanti
dapat diakses secara online dan realtime. Targetnya, pada akhir Oktober
2017, 100 perusahan PKP2B sudah masuk dalam sistem tersebut. Dan
bagi perusahaan yang tidak patuh masuk dalam sistem, maka Rencana
Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tersebut akan dievaluasi

atau dikurangi.



BAB Il
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kunjungan Panja Minerba Komisi VIl DPR RI ke PT. Bukit Asam (Persero)

Provinsi Lampung diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Tim Kunjungan Panja Minerba Komisi VIl DPR RI memberi dukungan
penuh kepada Direksi PT. Bukit Asam untuk dapat lebih maju lagi
dengan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli
lingkungan, dan bisa meningkatkan pendapatan negara.

2. Tim Kunjungan Panja Minerba Komisi VIl DPR Rl mendesak Dirjen
Minerba Kementerian ESDM untuk membangun sistem informasi
terkait produksi batubara PT Bukit Asam dan seluruh perusahaan
pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B) yang dapat diakses secara online dan realtime.

3. Tim Kunjungan Panja Minerba Komisi VII DPR mendapati
permasalahan inefisiensi dan kendala optimalisasi produksi dan
distribusi PT Bukit Asam, terutama terkait keterbatasan kapasitas
angkutan Kereta Api dari PT KAI dan permasalahan skema penjualan
batubara FOB (free on board). Untuk itu, Komisi VIl DPR RI perlu
mengadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat
dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT Bukit Asam, PT PLN,
dan menghadirkan PT KAl untuk membahas langkah-langkah

optimalisasi efisiensi biaya produksi dan distribusi batubara.

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Panja Minerba Komisi VIl DPR RI ke
PT. Bukit Asam (Persero) Provinsi Lampung sebagai bahan masukan dan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.


http://www.transformasi.net/articles/read/144/perjanjian-karya-pengusahaan-pertambangan-batubara.html
http://www.transformasi.net/articles/read/144/perjanjian-karya-pengusahaan-pertambangan-batubara.html
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